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PERATURAN BUPATI BANDUNG  

 

NOMOR 22 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 15  

TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF  
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG 
 

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan 
dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 

2011 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung; 

 

  b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti LHP BPK RI Atas 
LKPD Kabupaten Bandung 2011 tentang Laporan Hasil 
Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap                      

Peraturan Perundang-undangan Nomor 
02.C/LHP/XVIII.BDG/05/2012 tanggal 25 Mei 2012, 

maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara 
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

Kabupaten Bandung; 

    
 

 

 



2 

 

 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4740); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 

Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

 
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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  7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

  10. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 
 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomlor 4578); 
 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

 
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5164); 
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  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 

2004 tentang Transparasi dan Partisipasi dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 
Nomor 29 Seri D); 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2007 Nomor 2); 
 

 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 

Tahun 2007 Nomor 17); 
 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 
Nomor 16); 

 
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1); 
 

  21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 

Nomor 9); 
 

  22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Kebijakan Akuntansi Kabupaten Bandung 
(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008   
Nomor 10). 
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MEMUTUSKAN: 

 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN BUPATI 

BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG. 
   

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung 
Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemberian Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung (Berita 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 15), diubah 
sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan 
ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut : 
 
 

Pasal 8 
 

(1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk setiap 
triwulan berdasarkan rencana penerimaan untuk tiap 

jenis Pajak Daerah tahun anggaran berkenaan. 
 
(2) Dihapus. 

 
(3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif 

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas 
daerah sebagai penerimaan daerah. 

 
(4) Dalam hal realisasi pendapatan pajak daerah 

terdapat koreksi/kesalahan yang berpengaruh 

terhadap perhitungan insentif yang telah diberikan, 
maka insentif yang sudah diberikan kepada penerima 

diperhitungkan kembali pada triwulan berikutnya. 
 
 

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 9 

 

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Bandung. 
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3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, 
yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagaii berikut : 

 
Pasal 13A 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
ketentuan lain sebagaimana dimaksud pada Peraturan 

Bupati Bandung Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Tata 
Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 

Nomor 15), dinyatakan masih tetap berlaku. 
 
 

Pasal  II 
       

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 12 Juni 2012 
  

 BUPATI BANDUNG 
  
 ttd 

  
 DADANG M. NASER 

  
  
Diundangkan di  Soreang  

pada tanggal 12 Juni 2012   
 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

 

  

ttd  
  

SOFIAN NATAPRAWIRA 

Pembina Utama Madya 
NIP. 19581229 198603 1 011 

 

  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN  2012  NOMOR  22 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

DICKY ANUGRAH, SH, M.Si 

PEMBINA 
NIP. 19740717 199803 1 003 
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